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PENDAHULUAN

L atar Belakang Masalah

Reformasi yang dimulai beberapa tahun lalu telalrambah ke
seluruh aspek kehidupan. Salah satu aspek refoyangi dominan adalah
aspek pemerintahan yaitu hubungan perintah pusajadedaerah. Pada
Tuntutan reformasi di segala bidang yang didukurigh osebagian
masyarakat Indonesia dalam menyikapi berbagai safataan di daerah
akhir-akhir ini, membawa dampak terhadap hubunganakgan antara
pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Salahusatu reformasi total
tersebut adalah tuntutan pemberian otonomi yang kepada daerah
(pemerintah daerah), yang dikenal dengan kebijaitanomi daerah atau
desentralisasi. Dalam pelaksanaan diharapkan séengan prinsip-prinsip
demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan,ldieagotensi dan
keanekaragaman daerah dalam kerangka Negara Kes&eaublik
Indonesia.

Alasan-alasan yang menyebabkan lahirnya tuntuteseliat adalah,
pertama, intervensi pemerintah pusat yang terlakabdi masa yang lalu
telah menimbulkan masalah rendahnya kapabilitas ddektifitas
pemerintah daerah dalam mendorong proses pembangiamakehidupan
demokrasi di daerah. Hal tersebut menyebabkanatiiisian prakarsa

daerah cenderung mati sehingga pemerintah daersigls®i menjadikan



pemenuhan peraturan sebagai tujuan, dan bukan aseladat untuk

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Kedwmormi daerah

merupakan jawaban untuk memasekh new game yang membawanew

rules pada semua aspek kehidupan manusia di masa yangdatang. Di

era seperti ini, dimanalobalization cascade sudah semakin meluas,

pemerintah akan semakin kehilangan kendali padgagpersoalan, seperti
pada perdagangan internasional, informasi, seréansaksi keuangan

(Mardiasmo, 2002).

MPR sebagai wakil-wakil rakyat menjawab tuntutarsebut dengan
menghasilkan beberapa ketetapan yang harus dilksamleh pemerintah.
Salah satu ketetapan MPR yang dimaksud adalah apetetMPR Nomor
XV/IMPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi DadPahgaturan dan
Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang berkeadiata Perimbangan
Keuangan Pusat dan Daerah. Berdasarkan ketetapaR MPsebut,
pemerintah telah mengeluarkan satu paket kebijaleartang otonomi
daerah yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemb&nt®aerah
sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 26itang
Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah dan Undang-UntEomor 5
Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Pada tat§gélktober
2004, disahkan Undang-Undang baru yaitu Undang-bgddo 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagsi atas Undang-

Undang No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah



2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perindrang
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah sebpaggganti
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1956 tentang Perindrang
Keuangan antara Negara dengan Daerah-Daerah yarigakbe
mengurus rumah tangganya sendiri. Pada 15 Oktdlgt, 2lisahkan
Undang-Undang baru yaitu Undang-Undang No 33 TaR064
tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan PRéhen
Daerah sebagai revisi atas Undang-Undang No 25nTa8a9 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat aaatDa
Konsekuensi dari pelaksanaan kedua Undang-Undasegpte adalah

bahwa daerah harus mampu mengembangkan otononaihdsecara luas,
nyata, dan bertanggung jawab dalam rangka pembmadaynasyarakat,
lembaga ekonomi, lembaga politik, lembaga hukummbkega keagamaan,
lembaga adat, dan lembaga swadaya masyarakat ssctaih potensi
masyarakat dalam wadah Negara Kesatuan Republiknésia. Di sisi lain,
saat ini kemampuan keuangan beberapa PemerintaiatDaeasih sangat
tergantung pada penerimaan yang berasal dari PeaterPusat. Oleh
karena itu, bersamaan dengan semakin sulitnya gamamegara dan
pelaksanaan otonomi daerah itu sendiri, maka kepeti@p daerah dituntut
dapat membiayai diri sendiri melalui sumber-sumlk@uangan yang
dimilikinya. Peranan Pemerintah Daerah dalam mdnggdan

mengembangkan berbagai potensi daerah sebagai isupeperimaan



daerah akan sangat menentukan keberhasilan pedaksartugas
pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masydralearah.

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagai sutem sis
pemerintahan negara dimaksudkan untuk meningkatdaktifitas dan
efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayaaayarakat. Sebagai
daerah otonom, daerah mempunyai wewenang dan tagggawab
menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasagskiasip-prinsip
keterbukaan, partisipasi masyarakat dan pertanggamgban kepada
masyarakat. Prinsip dasar pemberian otonomi didasaatas pertimbangan
bahwa daerahlah yang lebih mengetahui kebutuharsi@emlar pelayanan
bagi masyarakat di daerahnya. Atas dasar pertinamanigi, maka
pemberian otonomi diharapkan akan lebih mampu menpactumbuhan
ekonomi dan kesejahteraan masyarakat pada akhirnya.

Pemerintah daerah berusaha mengembangkan dan kegkary
perannya dalam bidang ekonomi dan keuangan. Dalamgka
meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelersyggramerintahan
baik melalui administrator pemerintah, pembangursmnta pelayanan
kepada masyarakat sekaligus sebagai upaya peramgktdbilitas politik
dan kesatuan bangsa, maka pemberian otonomi dad&egada
kabupaten/kota yang nyata dan bertanggung jawabpakan angin segar
yang seharusnya disambut dengan positif. Dalamkeangelaksanakan
otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawatiprs@endapatan

daerah memegang peranan penting, karena melalarsek dapat dilihat



sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiamaermtahan dan
pembangunan yang menjadi urusan rumah tangganya.

Pengertian desentralisasi menurut UU No. 33 Tahldd 2entang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat daariR@h Daerah
adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh peatepusat kepada
daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusaerpgahan dalam
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan darerteslisasi adalah
meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan yaresat,
menghilangkan kesenjangan vertikal dan horisomtdrgpemerintah, efek
penyebaran kepada daerah, dan juga mendukung datisakr
pemerintahan dan perekonomian sehingga daerah dagagatur rumah
tangganya sendiri. Kebijakan tersebut dalam realitdak sesuai dengan
tujuan yang diharapkan, hal ini terlihat dalam fkagtangan kapasitas fiskal,
pendapatan antar daerah sehingga harapan untukigkatkan pelayanan
dan kesejahteraan masyarakat seolah malah meajadks terhambat.

Pengertian perimbangan keuangan antara pemerinteiat pdan
pemerintah daerah merupakan suatu sistem yang tentyelalam rangka
pendanaan penyelenggaraan asas desentralisaspsdak@asi, dan tugas
pembantuan. Pengertian ini secara harfiah menuajukkianya pemisahan
yang jelas dalam urusan keuangan antara pemeriptaat dengan
pemerintah daerah (Isdijoso dan Wibowo, 2002).

Dalam desentralisasi fiskal, komponen dana perigdamerupakan

sumber penerimaan daerah yang sangat penting. [Pananbangan



merupakan inti dari desentralisasi fiskal. PeringzanKeuangan Pusat dan
Daerah merupakan salah satu bentuk hubungan d&ranseébanyak
hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Remgab Keuangan
Pusat dan Daerah merupakan suatu sistem hubungandgan yang bersifat
vertikal antara pemerintah pusat dan dae(attergovernmental fiscal
relations system), sebagai konsekuensi dari pelaksanaan otonomalilaer
dalam bentuk penyerahan sebagian wewenang penhenmta

Ada perbedaan sudut pandang di dalam menyikapi latastana
perimbangan ini. Di satu sisi, adanya dana perimgdan dalam
desentralisasi merupakan bentuk tanggung jawalpdarerintah pusat atas
berjalannya proses desentralisasi. Hal ini jugaageb wujud bahwa
walaupun sistem yang diterapkan adalah sistem ttafisasi, akan tetapi
tetap dalam kerangka Negara Kesatuan Republik BglanNamun di sisi
yang lain, adanya dana perimbangan yang terlalarksan menimbulkan
persepsi bahwa daerah tersebut tidak mandiri séisted dan akan sampai
pada kesimpulan akhir bahwa desentralisasi tidalkektiéf untuk
dilaksanakan. Seperti terlihat dalam grafik rastekgantungan pemerintah
provinsi di Indonesia dan tabel serta grafik Peatkp Asli Daerah (PAD)

berikut ini.
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Sumber : Depkeu

Berdasarkan gambar grafik rasio tersebut, proynswénsi di
Indonesia masih menunjukkan ketergantungan yangpctikggi terhadap
transfer dari pemerintah pusat. Besarnya propmsster pemerintah pusat
dari APBN menunjukkan pemerintah daerah belum si@pk membiayai
pembangunannya secara mandiri. Provinsi Jawa Tengahduduki
peringkat 10 terakhir untuk tingkat ketergantungemhadap transfer
pemerintah pusat, sedangkan rasio tertinggi bepada kawasan otonomi
khusus yaitu Papua.

Pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesiandistiadengan proses
pengalihan sumber keuangan bagi daerah dalam jurpdaiy sangat
signifikan. Pada awal desentralisasi fiskal, tranéke daerah berupa Dana
Perimbangan (DAPER) hanya sebesar Rp. 81,1 trildan meningkat
sebesar 16,8 persen di tahun 2002 menjadi Rp. t8#lin. Tahun 2006

Dana Perimbangan mencapai Rp. 222,2 triliun ataningkat sebesar 55,2



persen dari tahun sebelumnya. Sampai tahun 2008arrb@ dana
perimbangan telah mencapai Rp. 278,7 triliun. Sedatas, besarnya
transfer ke daerah ini dapat dilihat pada gambakie

Gambar 1.2
Perkembangan Dana Perimbangan Tahun 2001 — 2008
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Sumber: Depkeu

Berdasarkagambardi atas juga dapat dilihat bahwa sebagian besar da
perimbangan yang ditransferkan kepada pemerintatadaadalah berupa Dana
Alokasi Umum (DAU),diikuti oleh Dana Bagi Hasil (DBH), dan Dana Alokasi
Khusus (DAK). Besarnya DAU hingga tahun 2008 meac&p. 179,5 triliun
rupiah atau sekitar 64,4 persen dari total dananpangan pada tahun yang
sama. Secara absolut, besarnya DAU ini meninglkétgari jumlah DAU pada
tahun 2004 yang hanya sebesar Rp. 60,3 triliunn a&tpi secara proporsi
DAU tahun 2008 ini sedikit menurun dibandingkanurarawal desentralisasi

yang mencapai 74,3 persen.



Sementara itu, porsi DBH menunjukkan trend yangas@mbaik. Tahun
2008 DBH mencapai Rp. 78,4 triliun atau jauh lebdsar dibandingkan DBH
tahun 2001 yang sebesar Rp. 20,7 triliun. Secaopopsi, DBH ini juga
mengalami peningkatan, yakni dari 25,5 persenldiria2001 menjadi sebesar
28,1 persen dari total dana perimbangan pada t2B08. Begitu juga jika
dilihat pada transfer DAK tahun 2008 yang telah cagai Rp. 20,7 triliun.
Jumlah DAK ini jauh lebih besar dibanding DAK tah@f03 yang hanya
sebesar 2,7 triliun, bahkan pada tahun 2001 dag, 2€ihsfer DAK ini belum
dialokasikan ke dalam dana perimbangan untuk peta@rdaerah.

Tabel 1.1
Realisasi Pendapatan Asli daerah (PAD)
Tahun 2007-2010

Jenis 2007 2008 2009 2010
Pendapatan (Juta)
PAD 2970 4058 3716 4418
Bagi Hasil 369 451 559 615

Sumber : Dinas Pendapatan dan Pengelolaan AssatlDdBPPAD)
Provinsi Jawa Tengah

Realisasi penerimaan pemerintah daerah juga dagrgac indikator
kemandirian keuangan daerah di era otonomi. D&tant2007-2010 (Data
Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Asset Daerah (DPPwvinsi Jawa
Tengah masih memperlihatkan besarnya bantuan/sgabandari
pemerintah pusat di dalam struktur penerimaan petaérdaerah propinsi
Jawa Tengah. Secara khusus, realisasi penerimaareriptah daerah

propinsi Jawa Tengah dari 2007-2010 sebagai berikut
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Tabel 1.1 menunjukkan PAD di Propinsi Jawa Tengdturt 2007-
2010 mengalami fluktuasi. Selama tahun 2007-20AM paling besar pada
tahun 2010, yaitu 4.418 juta rupiah. Pada tahun82@@engalami
peningkatan sebesar 1.088 juta rupiah, yaitu daim@®juta rupiah di tahun
2007 menjadi 4.058 juta rupiah di tahun 2008, daatdin 2009 mengalami
penurunan sebesar 342 juta rupiah. Meskipun secawan total pendapatan
daerah relatif besar, tetapi dana perimbangan g@aagma dari pemerintah
pusat pun juga meningkat dari tahun 2007-2010.

Salah satu wujud dari besarnya dana perimbangandiransfer oleh
pemerintah pusat kepada pemerintah daerah adatksirPembangunan
Manusia (IPM). IPM Jawa Tengah semakin meningkat théhun 2004
sampai tahun 2010, seperti yang terlihat dalan tadrékut.

Tabel 1.2
Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2004-2010

Tahun
|PM 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
68,9 69,8 70,3 70,92 71,60 72,1 72,49

Sumber : Pembangunan Manusia Berbasis Gender Tan0s-2011,
Kerjasama BPS dengan Kementerian Pemberdayaan [Reaem
dan Perlindungan Anak

IPM merupakan salah satu indikator keberhasilan ba&gunan
ekonomi jangka panjang. IPM Provinsi Jawa Tengatustemengalami
peningkatan, artinya pembangunan ekonomi selamant&904 sampai

2010 telah berhasil. Akan tetapi, peningkatan Kedslan pembangunan
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ekonomi ini apakah diikuti juga oleh peningkatasdjahteraan masyarakat

Jawa Tengah secara langsung ataukah tidak.

Perumusan Masalah
Dalam penelitian ini penulis merumuskan beberaptapgaan yang
menjadi fokus utama.
1. Bagaimanakah implementasi desentralisasi fiskaprdvinsi Jawa
Tengah?
2. Bagaimanakah pengaruh desentralisasi fiskal tepha&daejahteraan

masyarakat di provinsi Jawa Tengah?

Tujuan Penélitian
Tujuan Penelitian ini  bertujuan untuk menganaliggengaruh
kebijakan desentralisasi fiskal di propinsi Jawadah, dengan rincian.
1. Menganalisis implementasi desentralisasi fiskal pdovinsi Jawa
Tengah.
2. Menganalisis pengaruh desentralisasi fiskal tenhadasejahteraan

masyarakat di provinsi Jawa Tengabh.

Manfaat Penelitian
1. Bagi Peneliti
Manfaat untuk peneliti adalah menambah wawasanpedagetahuan

serta untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi.
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2. Bagi Pemerintah
Sebagai pertimbangan dalam setiap perumusan kebijgang akan
disusun dan diimplementasikan guna mencapai tupggnbangunan
yang seimbang dan bermanfaat langsung untuk késeain
masyarakat.

3. Bagi Universitas Muhammadiyah Surakarta
Memperkaya penelitian karya ilmiah sebagai litaratiuk penelitian

selanjutnya.

E. Metode Pendlitian
1. Jenis Dan Sumber Data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini addaliata
sekunder berupa data kuantitatif yang meliputi BkodDomestik
Regional Bruto (PDRB), Anggaran Pendapatan BelBajrah (APBD),
Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBNgstasi, jumlah
penduduk, tingkat pengangguran, indeks pendidikapravinsi Jawa
Tengah tahun 2000-2011. Data dalam penelitian iperdleh melalui
dinas atau instansi yang terkait, yaitu Badan P8&atstik (BPS), Dinas
Pendapatan Daerah, serta dinas dan instansi tkxikenya.
2. Metode Analisis Data
Untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan akiganakan
model ekonometrika. Metode analisis yang diguna&dalah analisis

deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitditakan digunakan untuk
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mencapai tujuan pertama yaitu analisis implememtasentralisasi fiskal
di Provinsi Jawa Tengah. Implementasi ini berkaidengan rasio
pendapatan dan belanja daerah, komposisi penerirdaanah, dan
alokasi belanja daerah. Secara deskriptif akan ndibgkan

implementasi desentralisasi fiskal di provinsi Javeagah dengan hasil
yang diperoleh secara rata-rata nasional. Untuk garadisis tujuan
kedua digunakan analisis kuantitatif dengan arsalegyresi berganda.

Sebagaimana studi yang telah dilakukan oleh peselitelumnya,
analisis pengaruh desentralisasi fiskal terhadapjibteraan masyarakat
juga dilakukan dengan memasukkan beberapa variabgtol seperti
pertumbuhan penduduk, rasio investasi terhadap RDREREN
pertumbuhan penduduk miskin. Hal ini dimaksudkamragengaruh
desentralisasi fiskal tersebut dapat juga dilihatasa bersama-sama
dengan variabel lain dalam peranannya terhadap jakeseaan
masyarakat di provinsi Jawa Tengah.

Model desentralisasi fiskal yang digunakan mengsidopodel
yang digunakan Akai (2007) dan Thieessen (2003 yaengasumsikan
bahwa hubungan desentralisasi fiskal terhadap &etsepan masyarakat
adalah tidak linear, tetapi kuadratik, yaitu ¥ « + Bi.DF + B.DFZ
Dengan demikian spesifikasi model menjadi sebagyakt;

Inf = fo + p1DF; +ﬁ'2DF2 + p3POP; + B4lNV: + fsPM: + &
Keterangan:

Inf : Kesejahteraan Masyarakat
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: Desentralisasi Fiskal

: Pertumbuhan Penduduk
: Rasio Investasi terhadap PDRB
: Pertumbuhan Penduduk Miskin

: Error

F. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan skripsi ini adalatagabberikut :

BAB |

BAB ||

BAB |11

BAB IV

Pendahuluan

Dalam bab ini berisi tentang latar belakang masadahumusan
masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitisan@tode
penelitian serta sistematika penulisan.

Landasan Teori

Berisi tentang pengertian otonomi daerah dan dedmsaisi
fiskal, kesejahteraan masyarakat, variabel-variakenhtrol,
tinjauan terhadap penelitian-penelitian terkait gzasudah
dilakukan sebelumnya, serta hipotesis penelitian.
Metodologi Pendlitian

Berisi tentang definisi operasional variabel, jeden sumber
data, metode pengumpulan data, populasi, tekraksa) serta
metode analisis.

Analisis Data Dan Pembahasan

Menguraikan tentang hasil analisis data dan pendaaha



BAB V Penutup
Membahas tentang kesimpulan dan saran.
DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN
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